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<b>ABSTRAK</b><br>

Debitor dan kreditor merupakan pihak-pihak yang terdapat dalam hukum kepaililitan. Permohonan
pernyataan pailit merupakan upaya penyelesaian pelunasan utang kreditur yang tidak dapat dibayar oleh
debitor. Dalam hal penyelesaian utang pajak, yang mempunyai kedudukan istimewa baik dalam peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan maupun kepailitan. Negara dalam hal ini mempunyai hak
penyelesaian utang pajak tersebut sebagai kreditur preferen. Permasalahan dalam penulisan ini adalah

bagai mana pengaturan hak mendahului negara sebagai kreditur preferen dalam peraturan perundang-
undangan dan bagaimana penerapan hak mendahului tersebut pada putusan hakim dalam perkara kepailitan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang mengacu kepada
peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan.Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang
mempunyai peranan yang signifikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang digunakan untuk
membiayai kegiatan negara. Dalam kepailitan potensi kehilangan pendapatan negara melalui penyelesaian
utang pajak besar karena dalam kepailitan dikenal dengan kreditur konkuren yang mempunyai hak atas
pelunasan piutang berdasarkan pembagian secara proporsional oleh kurator. Hakim dalam perkara kepailitan
harus mengedepankan asas keadilan dan keseimbangan, baik kepada debitor maupun kreditor sehingga

pel aksanaan eksekusi terhadap harta pailit tidak dilakukan secara semena-mena. Oleh karenaitu diperlukan
pengaturan yang tegas dalam penyelesaian piutang pajak negara, namun dibalik kepentingan negara tersebut
tidak dapat diabaikan hak-hak dari kreditor lainnya yang harus dipenuhi, sehingga asas keadilian dan
keseimbangan menjadi asas yang sangat penting dalam penyelesaian perkara kepalitan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

Debtors and creditors are parties contained in bankruptcy law. Petition for a declaration of bankruptcy isthe
efforts to resolve the creditors debt settlement that can not be paid by the debtor. In the case of tax debt
settlement, which has a special position in both the legidlation in the field of taxation and bankruptcy. A
country hastheright in this case the tax debt settlement as a preferred creditor. The problem in this paper is
how the arrangements of country?s preceded rights as a preferred creditor in the legislation and how the
application of these precede rights to the judge's ruling in the case of bankruptcy. The method used in this
study is a normative method referring to legislation and library research. Tax is one of national income has a
significant role in the state budget to finance state activities. In bankruptcy, the potential loss of state
revenue through tax debt settlement because the bankruptcy is known as concurrent creditors who have the
right to settlement of accounts receivable based apportionment by the curator. The judge in the bankruptcy
case should prioritize the principles of fairness and balance, both debtors and creditors so that execution
against the bankruptcy estate is not done arbitrarily. Therefore we need tight regulation in the settlement of
state tax receivables, but behind the interests of the country can not ignore the rights of other creditors that


https://lib.ui.ac.id/detail?id=20433700&lokasi=lokal

must be met, so that the justice and balance principle become a very important principle in the bankruptcy
settlement



